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ABSTRAK 
 
Ruth Indah Pertiwi. 2012. E0012350. TELAAH KRITIS PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/ PUU- XIII/2015 TERKAIT 
SYARAT JUMLAH PASANGAN CALON (CALON TUNGGAL PEMILIHAN 
KEPALA DAERAH). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret.  
Penelitian ini menelaah permasalahan, pertama bagaimana telaah terhadap 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/ PUU-XIII/ 2015 terkait syarat jumlah 
pasangan calon secara substansinya. Kedua, Problematika apa yang dihadapi Pasca 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/ PUU-XIII/ 2015 terkait syarat jumlah 
pasangan calon dan apakah solusinya. 
 Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif bersifat penelitian 
preskriptif.  Jenis data sekunder meliputi bahan hukum Primer dan sekunder. Teknik 
Pengumpulan Data yang digunakan Teknik Pengumpulan data studi pustaka dari 
media cetak maupun media elektronik. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode deduktif. 
 Hasil penelitian secara substansi Mahkamah berwenang dalam menangani 
permohonan pengujian UU No 8 Tahun 2015 terhadap UUD 1945 terkait syarat 
jumlah pasangan calon dalam Pilkada diputuskan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.100/PUU-XIII//2015. Munculnya calon tunggal dalam Pilkada sebagai 
problematika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada serentak periode 2015, 
kekosongan hukum atas calon tunggal dalam pilkada, terancam Pilkada ditunda pada 
periode berikutnya, hak konstitusional rakyat menjadi pertimbangan penting 
berlandaskan pada kedulatan rakyat dan nilai demokratis Pilkada. Calon tunggal 
dalam demokrasi Indonesia sebagai anomali dalam proses tercapainya demokrasi 
yang berkualitas. Calon tunggal menekan tingkat kontestasi dalam demokrasi yang 
berakibat pada kualitas demokrasi, solusi terbaik dengan menangani tidak timbulnya 
calon tunggal dalam Pilkada selanjutnya. 
 
Kata Kunci : Calon Tunggal, Kontestasi, Demokrasi 
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ABSTRACT 
 
Ruth Indah Pertiwi. 2012. E0012350. A critical study of the ruling of the 
Constitutional Court the number 100/ PUU-XIII//2015 related terms candidate 
number (single candidate election Head Area). Legal Writing (Thesis). Faculty Of 
Law Sebelas Maret University Surakarta 
This study examines the first problem, how to review against the ruling of the 
Constitutional Court the number 100/PUU-XIII/2015 related terms the number of 
candidates in its substance. Second, what Problems faced in the implementation of 
the ruling of the Constitutional Court the number 100/PUU-XIII/2015 related terms 
candidate number and whether the solution. 
Legal research this Normative legal research is overwhelmingly prescriptive. 
Secondary data types include primary and secondary legal materials. The technique 
of Data collection that is used for library studies data collection Techniques from the 
media, both print and electronic media. Data analysis technique used is the deductive 
method. 
Results of the study was substantially a systematic interpretation of the Court 
used in handling the application for testing the law No. 8 year 2015 against 
Constitution related terms the number of candidates in the elections. The emergence 
of a single candidate in the elections as its own problems in the implementation of 
concurrent Elections period 2015, void the law over a single candidate in the 
elections, threatened the elections postponed in the following period, the right 
konstitusioanal people become important consideration based on the kedulatan of the 
people and the value of Democratic Elections. A single candidate in a democratic 
Indonesia as an anomaly in the process of the achievement of democracy. Single 
candidate pressing the level of kontestasi in democracy which resulted on the quality 
of democracy, the best solution with no single candidate come the handles. 
 
Keywords: Systematic Interpretation, The Single Candidate, Kontestasi, Democracy 
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